PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

y&,&

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Menimbang

Mengingat

2.

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor & Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat .

Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah
diubah beberapa kali dan terakhir dengan _Peraturan-”
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi : -
Kalimantan Barat, telah dibentuk Dinas Tanaman Pangan e

dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerail .
Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa kedudukan,

susunan organisasi, tugas dan fungsz, se:t”ta tata kezgai’_-';_i
perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat dztetapkani.-f Ce

dengan Peraturan Gubernur;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagazmana R
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas = .
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kahmantan R

Barat;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk-_. e

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 ientangl--_' S
Pembentukan Daerah-Daerah ~ Otonom .  Provinsi - BT
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalzrnantan_ T
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahua:s 1956 I
Nomor 65, Tambahan Lembaran . Negara Repubhk S

Indonesia Nomor 1106);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia’ Tahun 1996
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Repubhl{-' |
Indonesia Nomor 3656); :

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang =
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2009
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5068);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang .
Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara e

Republik Indonesia Nomor 517 O) _ 5
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur..”

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun __
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubhk' T

Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun - 2014 tentang'_j_.-
Pemerintahan Daerah (Lembaran . Negara Repubhk -

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran ': -

Negara Republik Indonesia Nomor 558‘7) Sebagazmana L
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-'_' 5 i : i
Undang Nomor 11 Tahun 2020 - ‘Lentang Clp‘éa KBT‘]a'_:':'_' - I_ ;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun'2020 Nomor -~
245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesza' i

Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 'I‘ahun 2016 tentang- S
Perangkat Daerah (Lembaran. Negara Repubhk Indonesia =~
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran” Negma'_--_x'-
Republik Indonesia Nomor 5887) scbagamlaﬁa telah~ o 0
diubah dengan Peraturan Pemerintah -Nomor 72 Tahun'_-;_.;; S
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peremgkat Daerah_[?'_' St
(Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun 20 19 Nomor e
187, Tambahan Lembaran Negara Repubh}{ Indonesmf EER

Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 teniang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembmaﬂ Negara .
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan. -
Lembaran Negara Republik- Endonesza Nomor 6037)-;’-:--_ S
sebagaimana telah diubah dengan Peratman Pememﬁ:aht:-"f.:t_ S
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan = -
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 temang i\/Ianagem&n:- S :f
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran ‘Negara . Republile =~ :
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, ’I‘ambahan Lembaran LT

Negara Republik Indonema Nomor 6477)
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10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6} sebagaimana telah
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN  GUBERNUR  TENTANG KEDUDUEKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINST KALIMANTAN BARAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang
selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan
daerah di bidang pertanian lingkup sub sektor tanaman pangan dan
hortikultura.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawal negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian -

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan,

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara’ - |

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan - -

pemerintahan.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan -

tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan =

Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada .
keahlian dan keterampilan tertentu.
Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, _
Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, -
baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan -sebagai

makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan -

tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan
dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau = -
minuman. :

Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan
agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga = kerja, dan

mangjemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta -
kesejahteraan rakyat.

Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, _Sayuran.,.--

bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, =

dan tanaman air yang berfungsi sebagal sayuran, bahan obat nabati,
dan/atau bahan estetika.
Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, Sayuran,
bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan

tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau -
bahan estetika.

Organisme pengganggu tumbuhan yang selanjutnya disebut OPT adalah
semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau
menyebabkan kematian tumbuhan. }

HARG PERANGEAT DARRAH
HUHUM FEMRAKARSA
] i

b > L

ASISTENR I SEHDA




BAB 11
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dl bawah dan
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan umsa_nf' Coiara

BAB I
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISAST
Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas: pembantuan di-

bidang tanaman pangan dan hortikultura sesuai ketentuan peraturan' :

perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dmas"_-”' g

Pasal 4

menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

perumusan program kerja di bidang tanaman pangan dan hortlkultura

perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hor‘i:lkufi‘i;ura, prasarana'f
dan sarana, serta penyuluhan dan pengembangan per‘taman, R :

pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan, hor ilkultura, prasarana’_f o
dan sarana, serta penyuluhan dan pengembangan pertaman S

penyelenggaraan urusan pemerintahan di  bidang tamaman pangan {.:':'
hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan dan’ pengembangan e it

pertanian sesuai ketentuan peraturan pemnda:ag»undangan

pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang: tanaman pangan __'_3.1': :
hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan dan’ pengembanganﬁ_'_p: b

pertanian;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tanamarz pangan = faa
hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan dan pengembangan___ py

pertanian;

pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabﬂltas Kmerja Instansz
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di Imgkungan Dmas, L

pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan

pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang- d1ber1kan oleh_'
Gubernur di bidang tanaman pangan dan hortikultura sesuai ketentuan": S

peraturan perundang-undangan.
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(1)

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, -

-~

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Tanaman Pangan;

d. Bidang Hortikultura;

e. Bidang Prasarana dan Sarana;

f. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian; dan
g. Unit Pelaksana Teknis;

Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 6

mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina,
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan
dinas di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, serta

penyuluhan dan pengembangan pertanian sesuai ketentuan peraturan o

perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala
Dinas mempunyai fungsi :

a.
b.

penetapan program kerja di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana -

dan sarana, serta penyuluhan dan pengembangan pertanian;

penyelenggaraan kegiatan di bidang tanaman pangan, hortikultura,
prasarana dan sarana, serta penyuluhan dan pengembangan pertanian -
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang tanaman pangan,
hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan dan pengembangan
pertanian;

pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang tanaman pangan,
hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan dan pengembangan
pertanian,

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi,
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah {SAKIP), dan pelayanan
publik di lingkungan Dinas;
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h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di
bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, serta
penyuluhan dan pengembangan pertanian;

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan
perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana
dan sarana, serta penyuluhan dan pengembangan pertanian; dan

J.  pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang tanaman pangan
dan hortikultura yang diberikan oleh QCubernur sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin

oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas,

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di
bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan
dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan
pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat
mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja,
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;

c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan
evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;

d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja,
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di
lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja,
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di
lingkungan Dinas;

f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan
Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistemn Alkuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan
Dinas;
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pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di ﬁngku‘rigan
sekretariat;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh
Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi -
a. 3Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;

b. Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan

c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah
bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub
Bagian Rencana Keija, Monitoring dan Evaluasi tmempunyai fungsi

a.

b.

penyusunan rencana kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan
Evaluasi;

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang
penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan Dinas;

pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan
evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
lingkungan Sekretariat;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di
bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub
Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;

pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan
tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan
evaluasi;
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h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan t@ﬂl&d&@
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja,
monitoring dan evaluasi; dan

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi
yvang diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di

bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub
Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijjakan di bidang
umum dan aparatur di lingkungan Dinas;

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
lingkungan sekretariat;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang
umum dan aparatur;

e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub
Bagian Umum dan Aparatur;

g pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan
tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan
oleh sekretaris.

Pasal 16

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat
(1) huruf ¢, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di
bidang keuangan dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub
Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang
keuangan dan aset di lingkungan Dinas;

c. pelaksanaan urusan di bidang keuangan dan aset sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
lingkungan sekretariat;

e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang
keuangan dan aset;

f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub
Bagian Keuangan dan Aset;

g pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan
tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset; dan

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang keuangan dan aset yang diserahkan oleh
sekretaris.

Bagian Kelima

Bidang Tanaman Pangan
Pasal 18

Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf
¢, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas,

Pasal 19

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
merumuskan kebijakan teknis di bidang tanaman serealia, tanaman aneka
kacang dan umbi, pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan, serta
bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi
di bidang tanaman pangan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang
Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Tanaman Pangan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman
serealia, tanaman aneka kacang dan umbi, serta pascapanen dan

pengolahan hasil tanaman pangan;

HARD PERANGHAT DABRAR ASISTER I SEEDA
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Seksi Tanaman Serealia sebaga;mana dimaksud dalam Pasal 21--ayat;__ 1) hur;

a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan Ipemmugan k'b" akan
teknis di bidang tanaman’ sereaha serta mengendahkan pelaksanaan k glatan
sesuai dengan tugas dan fungsmya I ; :

penyelenggaraan urusan pemei mtahaﬂ dl bldang ianaman

bidang tanaman sereaha tanaman aneka kacang dan umbl e

pascapanen dan pengolahaﬂ hasﬂ tanaman pangan sesual ketentuan
peraturan pemndangmndangan,_ o : ;

umbi, serta pascapanen dan pengolahan hasﬂ tanarnan pang 1,
pemberian saran dan per‘mmbangan kepada Kepala _Dma b

kacang dan umbi,-
pangan; dan

Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dzmaksudg_
mermbawahi : : RS R

a. Seksi Tanamanss.elé*éaﬁa"' L : o
b. Seksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi dan :
c. Seksi Pasca,panen dan Pengolahan Hasﬂ T&mamem Pa,n_ ar

Seksi sebagaimana dimaksud’ pada ayat (I) dlpnnpm oieh searang K_pal'

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung;awab kepa'd" Kepala Bldang
Tanaman Pangan.

_ Pasal.'zg B
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Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,
Seksi Tanaman Serealia mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusunan rencana kerja Seksi Tanaman Serealia;

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis
di bidang tanaman serealia;

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tanaman serealia sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang tanaman serealia;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang tanaman serealia;

pemberian saran dan pertimbaiigan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang tanaman serealia;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tanaman serealia; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang tanaman serealia yang diserahkan cleh e

Kepala Bidang,

Pasal 24

Seksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi sebagaimana dimaksud dalam Pasal -
21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan -
perumusan kebijjakan teknis di bidang tanaman aneka kacang dan umbi, serta '.

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
Seksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi mempunyai fungsi : '

a.
b.

penyusunan rencana kerja Seksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi;

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebi}akan tekl‘ns
di bidang tanaman aneka kacang dan umbi;

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tanaman aneka kacang dan
umbi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang tanaman aneka kaeang dan
umbi;

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi dl bldang' -
tanaman aneka kacang dan umbi; :

pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkéna’ém S
dengan tugas dan fungsi di bidang tanaman aneka kacang dé.'n uinbi; . -

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap -
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tanaman aneka kacang dan -

umbi; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang tanaman aneka kacang dan umbi yang
diserahkan oleh Kepala Bidang.
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Pasal 26

Seksi Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat {1) huruf ¢, mempunyai tugas mengumpul dan
mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pascapanen dan

pengolahan hasil tanaman pangan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan
sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,

Seksi Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pascapanen dan Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan,

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis
di bidang pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan;

c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pascapanen dan pengolahan
hasil tanaman pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pascapanen dan
pengolahan hasil tanaman pangan;

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pascapanen dan pengolahan hasil
tanaman pangan;

g pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pascapanen dan pengolahan hasil
tanaman pangan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pascapanen dan pengolahan hasil
tanaman pangan yang diserahkan oleh Kepala Bidang,.

Bagian Keenam
Bidang Hortikultura

Pasal 28

Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d,
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Bidang Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan
kebijakan teknis di bidang tanaman buah dan florikultura, tanaman sayuran
dan tanaman obat, serta pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura, serta
bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan_administrasi di
bidang hortikultura.
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Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang
Hortikultura mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusunan program kerja Bidang Hortikultura;

penyiapan bahan dan perumusan kebjjakan teknis di bidang tanaman
buah dan florikultura, tanaman sayuran dan fanaman obat, serta
pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura;

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang tanaman buah dan
florikultura, tanaman sayuran dan tanaman obat, serta pascapanen dan
pengolahan hasil hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundaing-
undangan,

pemberian dukungan terhadap atas penyelenggaraan pemerintah daerah
di bidang tanaman buah dan florikultura, tanaman sayuran dan tanaman

obat, serta pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
tanaman buah dan florikultura, tanaman sayuran dan tanaman obat, serta
pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura;

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
di bidang tanaman buah dan florikultura, tanaman sayuran dan tanaman
obat, serta pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang tanaman buah dan florikultura, tanaman
sayuran dan tanaman obat, serta pascapanen dan pengolahan hasil
hortikultura;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang tanaman buah dan florikultura,
tanaman sayuran dan tanaman obat, serta pascapanen dan pengolahan
hasil hortikultura; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang
hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, membawahi :
a. Seksi Tanaman Buah dan Florikultura;

b. Seksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat; dan

c. Seksi Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Hortikultura.
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Pasal 32

Seksi Tanaman Buah dan Florikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan
teknis di bidang tanaman buah dan florikultura, serta mengendalilkan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi
Tanaman Buah dan Florikultura mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Tanaman Buah dan Florikultura;

b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di
bidang tanaman buah dan florikultura; '

c. pelaksanaan wurusan pemerintahan di bidang tanaman buah dan
florikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang tanaman buah dan
florikultura;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang tanaman buah dan florikultura;

f.  pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang béfkenaan' '
dengan tugas dan fungsi di bidang tanaman buah dan florikultura;

g pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tanaman buah dan florikultura; =

dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang tanaman buah dan florikultura yang .

diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 34

Seksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat sebagaimana dimaksud dalér_ﬁ S
Pasal 31 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan

kebijakan teknis di bidang tanaman sayuran dan tanaman obat, serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, -Séksi_
Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis ch E
bidang tanaman sayuran dan tanaman obat;

c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tanaman sayuran dan S

tanaman obat sesuai ketentuan peraturan perundang- undarlgan

HARO PERANGKAT DARRAH
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pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang tanaman S&Y\Haﬁ ﬁaﬁ
tanaman obat;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang tanaman sayuran dan tanaman obat;

pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang tanaman sayuran dan tanaman obat;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tanaman sayuran dan tanaman
obat; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang tanaman sayuran dan tanaman obat
yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Seksi Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah
bahan kebijakan teknis di bidang pascapanen dan pengolahan hasil
hortikultura, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi
Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura mempunyai fungsi

a.

penyusunan rencana kerja Seksi Pascapanen dan Pengolahan Hasil
Hortikultura;

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura;

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pascapanen dan pengolahan
hasil hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pascapanen dan
pengolahan hasil hortikultura;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura;

pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pascapanen dan pengolahan hasil
hortikultura;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pascapanen dan pengolahan hasil
hortikultura; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang pascapanen dan pengolahan hasil
hortikultura yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
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Bagian Ketujuh
Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 38

Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 39

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas menyiapkan bahan,
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
perluasan dan perlindungan lahan, irigasi bidang pertanian dan pembiayaan,
alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida, serta bertanggungjawab memimpin
seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang prasarana dan sarana.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang
Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Prasarana dan Sarana;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perluasan
dan perlindungan lahan, irigasi bidang pertanian dan pembiayaan, serta
alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perluasan dan
perlindungan lahan, irigasi bidang pertanian dan pembiayaan, serta alat

mesin pertanian, pupuk dan pestisida sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah
di bidang perluasan dan perlindungan lahan, irigasi bidang pertanian dan
pembiayaan, serta alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
perluasan dan perlindungan lahan, irigasi bidang pertanian dan
pembiayaan, serta alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
di bidang perluasan dan perlindungan lahan, irigasi bidang pertanian dan
pembiayaan, serta alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

g pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang perluasan dan perlindungan lahan, irigasi
bidang pertanian dan pembiayaan, serta alat mesin pertanian, pupuk dan
pestisida;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang perluasan dan perlindungan lahan,
irigasi bidang pertanian dan pembiayaan, serta alat mesin pertanian,
pupuk dan - pestisida; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang
prasarana dan sarana-sesuai-ketentuan-peraturas perundang-undangan.
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Pasal 41

(1) Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,
membawahi :

a. Seksi Perluasan dan Perlindungan Lahan;
b. Seksi Irigasi dan Pembiayaan; dan
c. Seksi Alat Mesin Pertanian, Pupuk dan Pestisida.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Prasarana dan Sarana Pertanian,

Pasal 42

Seksi Perluasan dan Perlindungan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 ayat (1} huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan
kebijakan teknis di bidang perluasan dan perlindungan lahan, serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi
Perluasan dan Perlindungan Lahan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Perluasan dan Perlindungan Lahan;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijjakan teknis di
bidang perluasan dan perlindungan lahan;

c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perluasan dan perlindungan
lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perluasan dan
perlindungan lahan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang perluasan dan perlindungan lahan;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang perluasan dan perlindungan lahan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perluasan dan perlindungan
lahan; dan

o

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang perluasan dan perlindungan lahan yang
diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 44

Seksi Irigasi dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)
huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis
di bidang irigasi bidang pertanian dan pembiayaan, serta mengendalikan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi
Irigasi dan Pembiayaan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Irigasi dan Pembiayaan;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis
di bidang irigasi pertanian dan pembiayaan;

c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang irigasi pertanian dan
pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang irigasi pertanian dan
pembiayaan, baik internal maupun eksternal:

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
irigasi pertanian dan pembiayaan;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang irigasi pertanian dan pembiayaan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang irigasi pertanian dan

pembiayaan; dan

e

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang irigasi pertanian dan pembiayaan yang
diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 46

Seksi Alat Mesin Pertanian, Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah
bahan kebijakan teknis di bidang alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida,
serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Seksi
Alat Mesin Pertanian, Pupuk dan Pestisida mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Alat Mesin Pertanian, Pupuk dan
Pestisida;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis
di bidang alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida;

c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang alat mesin pertanian, pupuk
dan pestisida sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang alat mesin pertanian,
pupuk dan pestisida;

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang alat mesin pertanian, pupuk dan
pestisida;
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g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan {erhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang alat mesin pertanian, pupuk dan
pestisida; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang alat mesin pertanian, pupuk dan
pestisida yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan
Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian

Pasal 48

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 49

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas
menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis di bidang kelembagaan, ketenagaan dan pengembangan
sumber daya manusia, penyuluhan, pengolahan data dan informasi, serta
bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi
di bidang penyuluhan dan pengembangan pertanian.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bidang
Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Penyuluhan dan Pengembangan
Pertanian;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan,
ketenagaan dan pengembangan sumber daya manusia, penyuluhan,
pengolahan data dan informasi;

¢. penyelenggaraan urusan pemerintahan di  bidang kelembagaan,
ketenagaan dan pengembangan sumber daya manusia, penyuluhan,
pengolahan data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah
di bidang kelembagaan, ketenagaan dan pengembangan sumber daya
manusia, penyuluhan, pengolahan data dan informasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
kelembagaan, ketenagaan dan pengembangan sumber daya manusia,
penyuluhan, pengolahan data dan informasi;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
di bidang kelembagaan, ketenagaan dan pengembangan sumber daya
manusia, penyuluhan, pengolahan data dan informasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
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g pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang kelembagaan, ketenagaan dan pengembangan
sumber daya manusia, penyuluhan, pengolahan data dan informasi;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan, ketenagaan dan

pengembangan sumber daya manusia, penyuluhan, pengolahan data dan
informasi; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang

penyuluhan dan pengembangan pertanian sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 51

(1) Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48, membawahi :

a. Seksi Kelembagaan, Ketenagaan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;

b. Seksi Penyuluhan; dan

¢. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian.

Pasal 52

Seksi Kelembagaan, Ketenagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas
mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang kelembagaan,
ketenagaan dan pengembangan sumber daya manusia, serta mengendalikan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Seksi

Kelembagaan, Ketenagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan, Ketenagaan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis
di bidang kelembagaan, ketenagaan dan pengembangan sumber daya
manusia;

c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kelembagaan, ketenagaan
dan pengembangan sumber daya manusia sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kelembagaan, ketenagaan
dan pengembangan sumber daya manusia;
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e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang kelembagaan, ketenagaan dan pengembangan sumber daya
manusia;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan, ketenagaan dan
pengembangan sumber daya manusia;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan, ketenagaan dan
pengembangan sumber daya manusia; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang kelembagaan, ketenagaan dan

pengembangan sumber daya manusia yang diserahkan oleh Kepala
Bidang.

Pasal 54

Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b,
mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang
penyuluhan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Seksi
Pennyuluhan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Penyuluhan;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di -
bidang penyuluthan;

c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penyuluhan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penyuluhan;

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
penyuluhan,

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang penyuluben:

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang penyuluhan vang diserahkan oleh
Kepala Bidang.

Pasal 56

Seksi Pengolahan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 -
ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan
teknis di bidang pengolahan data dan informasi, serta mengendalikan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Seksi
Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusunan rencana kerja Seksi Pengolahan Data dan Informasi;

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang pengolahan data dan informasi;

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengolahan data dan
informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengolahan data dan
informasi;

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
pengolahan data dan informasi;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pengolahan data dan informasi;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengolahan data dan
informasi; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang pengolahan data dan informasi yang .
diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 58

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf g, dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dipimpin oleh
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris,

Pasal 59

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

Bagian Kesepuluh
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 60

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat =
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2)

(3)

-4

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan
fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 61

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN -
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pégéwai"ASN _
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang— |
undangan.

Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memp:erhaﬁkén syarat'- :

dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundangm“ndangaﬂ' S

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa }a’batan bag1 o

Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan =

peraturan perundang-undangan.

Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas dlsusun sesuaa 1<:etentua11”_'_ . '.

peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Pengangkatan melalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam-- i

Jabatan Fungsional di lingkungan P